
a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang
Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi
Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 September 2022 untuk
mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan
penga.1'1ggaran belanja wajib perlindungan sosiel melalui
belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 80
Tahun 2022 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);
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9~ Pcraturan PCIY1Crintfu"1 Nomor 109 Tahun 2000 tcntang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor z iu, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
darr/atau Dalarn Rangka Menghadapi Ancarnan yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan Iatau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400J;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencawaan Pembangunan Nasiorial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun :2U14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan
Und8..ng-UndfU1.gNomor 1 TeJTun 2022 ten tang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun .2020 Nornor' 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor HS Tahun 2016
ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5165);

2007TahunNornor 39Pemerintah13. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
omum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor::>b Tahun :4UU::>
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nemer 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah B\.LTIlbu Nomor 5 Tahun 2021 tentqn.g
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rencana Keria Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara-..J ,._..

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90

.ranun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

Tahun 2021 tentangPresiden Nomor 8525. Peraturan

Nasional
Republik

Menengah
Negara

Rencana Pembangunan Jangka
Tahun 2020-2024 (Lembaran
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Tahun 2020 tentangPresiden Nomor 18

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

tentang Laporan da~nEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
lridoncsia i{omor 6323);

2019TahunNomor 13Pemerintah22. Peraturan

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

0f)1()
~V.1.:;.INornorPernerintah21. Peraturan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

"\0 T'"\_-... ....-':-,-......t-". ...........r-_ .....-"'- n....._....~ ~_-<._,,!-i. -t-_l-. ~"'{,,__...~ ...___,,_"""-"0 'l':-_'- __-,,-,,-...... nr"."\"'" ..........._-i.~L_..._-i.~_ 'l'T_-_'1_
.10. rCla.lUlCUl rCll1Clll1la.U HUlllUl .10 la.llUll ":;Vi i LClllGlllg 11i:::U'i..

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

1g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahuri 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



1. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV
diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran
II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun
2022 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu 2022 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

Pasall

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATA~
PERATURANBUPATITANAHBUMBUNOMOR80 TAHUN2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

MEMUTUSKAN:

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun

2022 ten tang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Burnbu Tahun 2022 Nomor 2);

34. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

(Lernbaran2022AnggaranTahunDaerah

Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Ivlenengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021 Nomor 13};

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



BERITADAERAHKABUPATENTANAHBUMBUTAHUN2022 NOMOR

!';.RISDAE~l\H IG'\BUPll.TENTl'l.NAHBUMBU,

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 September 2022

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

NAB BUMBU,

di Batulicin
al 15 September 2022

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Pasalll

Perubahan Lampiran 11 sebagaimana dimaksud daiam i-asar 1
angka 1 khusus Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dirvas Penkanan, D,nas Ketahanan Pangan dan Pert arrian , Dinas
Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian,
Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Kecamatan Kusan Hilir.

Pasal3A

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal
baru yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai
berikut:


